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ABSTRAK 

 
(A) Nama : Winda Psupita Sari Ismail 

(B) Judul : PERBANDINGAN REGULASI DAN PERAN PEJABAT 

PEMBUAT AKTA TANAH DALAM REKONSTRUKSI 

PENDAFTARAN TANAH PASCA BENCANA ALAM 

(C) Halaman :  250 

(D) Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Bencana Alam, Pejabat Pembuat Akta 
Tanah 

(E) Isi Abstrak : 

Pasal 4 Ayat (1) UUPA memberikan definisi hak atas tanah merupakan hubungan 

hukum antara tanah dan benda yang melekat diatasnya dengan seseorang atau individu. 

Bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah dilihat dengan adanya sertipikat dan 

penguasaan secara fisik sehingga jika kedua hal tersebut musnah maka hubungan 

hukum antara pemilik dan tanahnya berakhir. Ada beberapa penyebab berakhirnya hak 

atas tanah seseorang salah satunya yakni objek tanah tersebut telah musnah yang bisa 

saja diakibatkan oleh bencana alam seperti yang terjadi pada 28 September 2018, 

Indonesia dilanda gempa dan Tsunami tepatnya didaerah Palu Sulawesi Tengah. Untuk 

melihat bagaimana peran Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait isu-isu hukum 

pertanahan yang terdampak oleh bencana alam, maka permasalahan yang dikaji dengan 

tujuan mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan dan peran Pejabat 

Pembuat Akta Tanah dalam rekontruksi pendaftaran tanah pasca bencana alam, adapun 

perbandingan pelaksanaan rekonstruksi pendaftaran tanah dari peraturan pemerintah 

nomor 24 tahun 1997 dengan peraturan pemerintah no. 18 tahun 2021. Metode 

penelitian tesis yang digunakan ialah metode penelitian hukum normative (normative 

law research), dengan pendekatan perundang – undangan (statue approach) dan 

pendekatan konseptual (coseptual approach) dan dianalisa secara deskriptif analitis. 

Hasil dari penelitian ini Pelaksanaan pendaftaran tanah pasca bencana alam tentunya 

tidak terlepas dari peraturan pemerintah yang berlaku Adapun peran pejabat pembuat 

akta tanah dalam pendaftaran tanah pejabat pembuat akta tanah tidak memiliki peran 

apapun terhadap pendaftaran tanah pasca bencana alam melainkan hanya memberikan 

legal advice. Terhadap peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 dan peraturan 

pemerintah nomor 24 tahun 2021 untuk bagian pendaftaran tanah tidak ada spesifikasi 

dalam system mekanisme untuk pendaftaran tanah akan tetapi adanya surat maupun 

pengolahan data dan bukti kepemilikan tersebut, yang dilakukan secara elektronik. 
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(E) Content : 

Article 4 Paragraph (1) of the UUPA provides a definition of land rights as a legal 

relationship between land and objects attached to it with a person or individual. 

Evidence of ownership of a piece of land is viewed by the presence of certificates and 

physical possession so that if these two things are destroyed, the legal relationship 

between the owner and the land ends. There are several causes for the expiration of 

someone's land rights, one of which is that the land object has been wiped out which 

could have been caused by natural disasters such as the one that occurred on 

September 28, 2018, Indonesia was hit by an earthquake and tsunami precisely in the 

Palu area of Central Sulawesi. To see how the role of the Land Deed Making Officer 

is related to land law issues affected by natural disasters, the problems studied with 

the aim of knowing and explaining how the implementation and role of the Land Deed 

Making Officer in the reconstruction of land registration after a natural disaster, as 

for the comparison of the implementation of land registration reconstruction from 

government regulation number 24 of 1997 with government regulation no. 18 of 2021. 

The thesis research method used is the normative law research method, with a statue 

approach and a conceptual approach (coseptual approach) and analyzed descriptively 

analytically. The results of this study The implementation of land registration after 

natural disasters is certainly inseparable from applicable government regulations As 

for the role of land deed-making officials in land registration land deed-making 

officials do not have any role in land registration after natural disasters but only 

provide legal advice. Against government regulation number 18 of 2021 and 

government regulation number 24 of 2021 for the land registration section, there is no 

specification in the mechanism system for land registration, but the existence of letters 

and processing of data and proof of ownership, which is carried out electronically. 
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